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ABSTRAK 
 
Fadilla Ismuriza Putri: Tinjauan Penerimaan PPh Final UMKM Setelah 
Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 
Nomor 7 Tahun 2021 Di KPP Pratama Padang Dua. 
 
Dosen Pembimbing: Firman, SE, M.Sc. 
 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tingkat penerimaan pajak 
penghasilan final UMKM dan upaya KPP Pratama Padang Dua untuk 
meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final  setelah penerapan Undang
undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini 
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang beralamat Jalan 
Pemuda Nomor 49 Olo, Padang Barat, Kota Padang. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data berdasarkan 
fakta-fakta dan informasi yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dalam hal ini 
data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di KPP Pratama Padang Dua 
dan data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Padang Dua berupa data 
penerimaan pajak dari tahun 2018 s.d tahun 2022 serta, data kepatuhan pelaporan SPT 
atas wajib pajak UMKM tahun 2018 s.d 2022 dan data wajib pajak UMKM tahun 
2018 s.d 2022 di Kota Padang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahaan data 
menunjukan bahwa kebijakan penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan terhadap PPh Final UMKM memberikan peningkatan penerimaan 
pajak penghasilan final sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan. Meskipun peningkatan tidak dalam jumlah yang besar, namun 
kebijakan ini dapat dikatakan memberikan dampak yang baik ditengah keadaan 
pemulihan perekonomian setelah terjadi pandemi. 
 
Kata Kunci: Penerimaan Pajak, UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, PPh Final UMKM
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, hal ini diimbangi dengan upaya pemerintah yang terus melakukan 

reformasi di bidang kebijakan dan administrasi. Pajak penghasilan termasuk 

sumber yang cukup besar dalam penerimaan pajak karena subjeknya adalah 

semua orang yang memiliki penghasilan sebagaimana disebutkan dalam UU 

PPh Pasal 1, bahwa Pajak Penghasilan dibebankan kepada subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak 

penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu PPh pasal 21, PPh 22, PPh 

23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh 19, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 

29, PPh 21/26, PPh 23/26, PPh Final PP 23/2018. Untuk meningkatkan 

penerimaan pajak itu, maka pemerintah melakukan upaya seperti adanya 

perubahan tarif pengenaan PPh Final untuk UMKM.  

Pengenaan PPh final UMKM ini bertujuan agar penghasilan yang 

diterima akan dipungut PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak 

tertentu pada saat penghasilan tersebut didapat. Pajak penghasilan yang 

dipungut, baik dilakukan pemotongan oleh pihak lain maupun yang 

diserahkan sendiri dan bukan merupakan pembayaran yang dilakukan diawal 

atas PPh yang terutang tetapi sudah melakukan pelunasan PPh terutang atas 

penghasilan tersebut. Oleh karena itu, penghasilan yang dikenakan PPh final 

tidak dikalkulasi lagi pajak penghasilannya di Surat Pemberitahuan Tahunan 
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untuk dikenakan tarif global bersamaan dengan penghasilan lainnya. Begitu 

juga dengan PPh yang telah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan 

merupakan kredit pajak di SPT Tahunan. 

Salah satu pajak penghasilan yaitu UMKM, jumlah UMKM yang setiap 

tahunnya semakin banyak, memberikan peluang kepada pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Menanggapi hal ini maka 

pemerintah menerbitkan kebijakan baru pada tahun 2018 yaitu menurunkan 

tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%, kebijakan tersebut 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan diberlakukan secara efektif 

pada tanggal 1 Juli 2018.  

UMKM telah menguasai perekonomian Indonesia, berdasarkan data 

perkembangan UMKM pada situs Kementerian Koperasi dan UKM pada 

tahun 2018 - 2019, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Banyaknya pelaku 

UMKM menjadi target bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat ikut 

berkontribusi dalam penerimaan pajak negara. Salah satu upaya DJP dalam 

merangkul UMKM untuk berperan dalam penerimaan pajak adalah dengan 

menetapkan tarif bagi wajib pajak pelaku usaha dengan peredaran bruto 

tertentu. 

Namun pada saat ini, pemerintah telah mengatur kebijakan perpajakan 

yang baru tentang ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku per 1 Januari 

2022. Terdapat beberapa ketentuan baru pada UU PPh, salah satunya 



 
 

3 

pemberlakuan batas peredaran bruto tidak kena pajak. Dalam Pasal 7 Ayat 

(2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak 

dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Sesuai dengan 

penjelasan diatas bahwa sebelumnya PPh Final 0,5% Wajib Pajak Orang 

Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang melakukan usaha dengan 

penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Maka 

ketentuan baru ini berlaku bagi usaha mikro dengan peredaran bruto sampai 

dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.  

Perubahan peraturan atas UU Pajak Penghasilan dalam UU HPP 

diharapkan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada 

masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah termasuk pengusaha 

mikro dan kecil orang pribadi maupun usaha mikro dan kecil badan. Maka 

dari itu perlu dianalisis mengenai prinsip keadilan pengenaan pajak 

penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil agar berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan pajak dan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan 

penerimaan dan mencapai target penerimaan pajak penghasilan final UMKM 

yang dapat meningkat maka akan berdampak positif bagi pendapatan negara 

untuk pembangunan negara kedepannya. 

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih 

Tinjauan Penerimaan PPH Final UMKM Setelah Penerapan 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 

Tahun 202  
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah penerimaan pajak UMKM sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan meningkatkan penerimaan pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua? 

2. Apa saja upaya KPP Pratama Padang Dua untuk meningkatkan 

penerimaan pajak penghasilan final UMKM setelah berlakunya Undang-

undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada wajib pajak UMKM? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam pembahasan masalah di atas adalah  

1. Untuk Mengetahui apakah penerimaan pajak UMKM sudah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan meningkatkan penerimaan 

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. 

2. Untuk mengetahui Apa saja upaya KPP Pratama Padang Dua untuk 

meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final UMKM setelah 

berlakunya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada 

wajib pajak UMKM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai 

pengembangan profesi bagi mahasiswa manajemen pajak. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kemampuan 

intelektual dan mengkaji lebih dalam tentang pengaruh persepsi 

mahasiswa manajemen pajak fakultas ekonomi Universitas Negeri 

Padang tentang pajak. 

b. Bagi Peneliti Lainnya  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi. 

Wawasan dan masukan untuk peneliti selanjutnya sehingga hasilnya 

dapat lebih baik dari sebelumnya. 

c. Bagi Universitas Negeri Padang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam pengembangan teori yang terkait dengan persepsi tentang pajak 

UMKM. 

d. Bagi Masyarakat, Terutama Di Lingkungan Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

pengetahuan untuk memperluas sudut pandang tentang pentingnya 

pengaruh persepsi pajak UMKM. 


